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          KATA PENGANTAR 
 

Laporan Kinerja (LKj) Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuain pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sub 

Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 

2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan 

Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di 

Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019. 

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian sebagai bagian dari Direktorat Sistem Penerapan 

Standard an Penilaian Kesesuain bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, 

dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program 

berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Sub Direktorat 

Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga telah 

melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya 

perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019. 

Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sub 

Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di 

masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih 

optimal.  

 Jakarta,    Januari 2020 

Kepala Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian)   

                                                           

 

 

Syaiful       
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 

6 (enam) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan 

perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya BSN dan Program Pengembangan Standardisasi 

Nasional yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.  

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat 

Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019 

menurut Sasaran: 

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
% 

Capaian 

1. Terwujudnya 

pelaksanaan 

monitoring dan uji 

petik produk 

bertanda SNI 

1. Jumlah rancangan panduan 

monitoring dan uji petik 

penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian 

1 draf 
panduan 

1 draf 

panduan 
100% 

2. Persentase pelaksanaan uji 

petik pada lokasi yang 

ditetapkan 

100% 100% 100% 

2. Meningkatnya 

efektivitas sistem 

pemberian 

persetujuan 

penggunaan 

Tanda SNI 

3. Jumlah rancangan 

peraturan pemberian 

persetujuan penggunaan 

Tanda SNI 

1 draf 
peraturan 

1 draf 

peraturan 
100% 

4. Persentase penyelesaian 

permohonan Surat 

Persetujuan Penggunaan 

Tanda (SPPT) SNI 

100% 100% 100% 

3. Terkelolanya 

komite kebijakan 

penerapan 

standar dan 

penilaian 

kesesuaian 

5. Jumlah rekomendasi 

penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian 

menjadi kebijakan BSN 

1 laporan 1 laporan 100% 

6. Presentase penyelesaian 

penetapan masa transisi SNI 

sukarela 

100% 100% 100% 

Rata-rata capaian Tahun 2019   100% 
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Dari 3 (tiga) indikator kinerja di Sub Direktorat Pengendalian Penerapan 

Standar dan Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan 

mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. 
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S 

BAB I                 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun 

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah 

diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan 

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, sebagai salah satu unit kerja 

di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara 

berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan 

Standardisasi Nasional.  

Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian secara keseluruhan terhadap 

BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat 

Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan 

bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem 

Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian tahun 2019. 

I.2  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan 

serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat 

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dengan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 
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2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan 

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 

kinerja Unit Kerja. 

I.3  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas 

Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 

adalah melaksanakan  penyiapan penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan  

kebijakan,  serta pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  

pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.  

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang lisensi tanda  Standar  

Nasional  Indonesia  dan  monitoring penerapan standar dan penilaian 

kesesuaian; 

2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lisensi tanda  

Standar  Nasional  Indonesia  dan  monitoring penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian; dan 

3. penyiapan  bahan  pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang  

lisensi  tanda  Standar  Nasional  Indonesia  dan monitoring penerapan 

standar dan penilaian kesesuaian. 

 

Struktur Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019| Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 8 

 

Bagan Struktur Organisasi 

 

 

 
 

 

Gambar I.1 

Struktur Organisasi Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian   

 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  mempunyai tata kerja yang 

didukung oleh : 

1. Seksi Lisensi Tanda Standar Nasional Indonesia, dengan tugas 

melakukan  penyiapan  bahan penyusunan  kebijakan,  pelaksanaan  

kebijakan,  serta pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  

lisensi tanda Standar Nasional Indonesia.  

2. Seksi Monitoring Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, 

dengan tugas melakukan  penyiapan bahan  penyusunan  kebijakan,  

pelaksanaan  kebijakan, serta  pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  

di  bidang monitoring penerapan standar dan penilaian kesesuaian. 

Subdit Pengendalian 

Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian 

Seksi Lisensi Tanda Standar 

Nasional Indonesia 

Seksi Monitoring Penerapan 

Standar dan Penilaian 

Kesesuaian 

 

- Petugas Standardisasi dan Sertifikasi 

- Penyusun Bahan Penerapan Standar 

Wajib dan Penanganan Pengaduan 

- Pengelola data 

 

- Penyusun Bahan Penerapan 

Standar Sukarela dan 

Penanganan Pengaduan 

- Pengawas Barang Berdar dan 

Jasa 
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I.4  SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai 

dengan 31 Desember 2019 Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara 

(ASN) sebanyak 8 (delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:  

Tabel I.1 

Personel ASN Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian 

 
 

I.5  PERAN STRATEGIS  

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan 

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.  

Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan 

fungsi BSN, yaitu: 

a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, 

penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan 

akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar 

nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; 

b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, 

penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan 

akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar 

nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; 

No Uraian 
Jenjang Pendidikan Jumlah 

Orang > S1 S1 S2 

1. 

Kepala Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian 

- - 1 1 

2. 
Seksi Lisensi Tanda Standar Nasional 

Indonesia 
- 3 - 3 

3. 
Seksi  Monitoring  Penerapan  Standar  

dan  Penilaian Kesesuaian 
- 3 1 4 

 Jumlah - 6 2 8 
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c. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, 

penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan 

akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar 

nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional 

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi, 

permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam 

mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Pengendalian Penerapan 

Standar dan Penilaian Kesesuaian  

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 

1.  Ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah 

No. 34 tahun 2018 

sebagai pelaksanaan 

UU No. 20 tahun 2014 

yang diharapkan 

dapat memperkuat 

Sistem Standardisasi 

dan Penilaian 

Kesesuaian Nasional 

 

1. Beberapa aturan yang 

terkait dengan penerapan 

SNI secara sukarela perlu 

didetilkan dandisesuaikan 

dengan aturan perundang-

undangan yang baru. 

 

 

 

1. Diperlukan review aturan 

aturan tentang tata cara 

penggunaan tanda SNI dan 

tanda kesesuaian berbasis SNI  

 

2.  Tersedianya SNI 

sebagai persyaratan 

yang disusun dengan 

memperhatikan 

kepentingan nasional 

dan selaras dengan 

standar internasional, 

serta mekanisme 

penilaian kesesuian 

untuk penerapan SNI 

2. Hasil monitoring uji petik 

menunjukkan masih 

rendahnya konsistensi 

kesesuaian produk bertanda 

SNI yang beredar di pasar 

terhadap persyaratan SNI 

 

2. Rekomendasi hasil uji petik 

secara spesifik disampaikan 

kepada pihak terkait sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

sebagai masukan dalam 

perbaikan untuk peningkatan 

integritas tanda SNI. 
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R 

BAB II               PERENCANAAN KINERJA 
 

 

II.1   PERENCANAAN STRATEGIS 

II.1.1 Visi dan Misi 

umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  Tahun 2015-2019 

adalah sebagai berikut.  

 

VISI 

Terwujudnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang 

handal dalam meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa 

 

 MISI 

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah memberikan 

kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar 

untuk mendukung peningkatan dasa saing produk nasional, yaitu: 

1. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian 

untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia  

2. Mengembangkan sistem Pemantauan dan Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 

3. Mengembangkan Sistem dan tata kelola Pemberlakuan Standar 

Wajib dan Penilaian Kesesuaian 

4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan kewajiban 

internasional Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian 

 

II.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  dicapai  atau  

dihasilkan  dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan  

perumusan  sasaran,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam rangka  



2019| Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 12 

 

merealisasi  misi.  Tujuan  yang  dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur 

sejauh  mana  visi  dan  misi  Direktorat Sistem Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian  telah  dicapai  mengingat  tujuan dirumuskan 

berdasarkan visi dan misi organisasi. 

Rumusan tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian adalah sebagai berikut: 

TUJUAN 
1. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten 

2. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian 

kesesuaian oleh pemangku kepentingan 

3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan 

perjanjian TBT‐ WTO 

4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan 

kepentingan Indonesia di forum TBT WTO 

 

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis/ di 

lingkungan BSN. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di 

lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja 

pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek 

ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target 

dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 

2019, sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 

telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.  

Berikut sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. 

SASARAN 

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian Tahun 2015-2019 : 

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan 

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian 

3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya 

manusia, tata kelola dan organisasi SPSPK yang profesional 
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Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat 

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:  

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan 

penilaian kesesuaian; 

2. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi 

kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian 

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian 

kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai 

keberhasilan organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran 

kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja 

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 

sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami 

perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan 

Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator 

kinerja dan target.  

 

Tabel II.1 

Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 

Perspectives Stakeholders 

1. Terwujudnya daya 

saing produk 

berstandar di pasar 

domestic dan global 

1. Persentase pertumbuhan ekspor 

Produk nasional yang didukung SNI, 

Laboratorium, Lembaga Sertifikasi 

dan Mterologi (Satndar Nasional 

Satuan Ukuran) 

 

2,5 % 

2. Persentase pertumbuhan produk 

ber-SNI di pasar retail dalam negeri 

 

1 % 

3. Indeks kepuasan masyarakat 

terhadap efektifitas Sistem 

Stnadardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian 

 

4,4 nilai 
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Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 

Internal Process Perspectives 

2. Meningkatkan 

pengembangan 

skema penerapan 

standar sukarela dan 

penilaian kesesuaian 

4. Jumlah skema penerapan SNI yang 

ditetapkan 

225 skema 

3. Meningkatkan sistem 

pemberlakuan standar 

wajib dan penilaian 

kesesuaian 

5. Persentase jumlah notifikasi dan 

penanganan enquiry yang 

ditanggapi 

100 % 

4. Meningkatkan 

pengendalian 

penerapan standar 

dan penilaian 

kesesuaian 

6. Persentase produk bertanda SNI 

yang sesuai dengan persyaratan 

SNI 

70 % 

5. Meningkatkan 

pemenuhan 

kewajiban 

internasional bidang 

standard an penilaian 

kesesuaian 

7. Jumlah keberterimaan sistem SPK di 

forum bilateral, regional, dan 

Internasional 

5 

FTA/CEPA/PTA 

yang ada 

chapter TBT 

 8. Persentase kepentingan Indonesia 

di bidang SPK yang diperjuangkan 

di forum bilateral, regional, dan 

multilateral 

100 % 

Learning and Growth Perspectives 

6. Meningkatkan kinerja 

pengelolaan anggaran 

9. Persentase realisasi anggaran 

Direktorat Sistem Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian 

≥97 % 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian pada tahun 2019 menetapkan 

sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja 

sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap 

pelaksanaannya.  

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah dilakukan cascading 

Perjanjian Kinerja pada tingkat Sub Direktorat Pengendalian Penerapan 

Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada 

tabel di bawah ini.  
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Tabel II.2 

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019  

 

 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  

2019 

1 Terwujudnya 

pelaksanaan monitoring 

dan uji petik produk 

bertanda SNI 

Jumlah rancangan panduan 

monitoring dan uji petik 

penerapan standar dan penilaian 

kesesuaian 

1 draf 
panduan 

Persentase pelaksanaan uji petik 

pada lokasi yang ditetapkan 
100% 

2 Meningkatnya efektivitas 

sistem pemberian 

persetujuan 

penggunaan Tanda SNI 

Jumlah rancangan peraturan 

pemberian persetujuan 

penggunaan Tanda SNI 

1 draf 
peraturan 

Persentase penyelesaian 

permohonan Surat Persetujuan 

Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 

100% 

3 Terkelolanya komite 

kebijakan penerapan 

standar dan penilaian 

kesesuaian 

Jumlah rekomendasi penerapan 

standar dan penilaian kesesuaian 

menjadi kebijakan BSN 
1 laporan 

  Presentase penyelesaian 

penetapan masa transisi SNI 
100% 

 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat 

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) 

kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan 

kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai 

berikut:     

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui: 

     1. Kegiatan:  Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian  (3561), yang akan menghasilkan output : 

a. Output : Skema Penerapan Standar (3561.001) 

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Pemberian Lisensi (052) 

2. Pelaksanaan Uji Petik (053) 

3. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar (054) 

4. Melaksanakan Pemantauan Penerapan SNI (057) 
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A 

BAB III              AKUNTABILITAS KINERJA 
 

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. 

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 

berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian 

Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan 

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung 

pencapaian kinerjanya, Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan 

yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas 

kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sub 

Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 

2019. 

III.1   CAPAIAN KINERJA 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Sistem 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, maka telah ditetapkan 

sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan 

sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing 

sasaran dan target yang terkait Sub Direktorat Pengendalian Penerapan 

Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2019 

berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel III.1 

Pencapaian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target  Realiasi 
% 

Capaian 

1. Terwujudnya 

pelaksanaan 

monitoring dan uji 

petik produk 

bertanda SNI 

1. Jumlah rancangan panduan 

monitoring dan uji petik 

penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian 

1 draf 
panduan 

1 draf 

panduan 
100% 

2. Persentase pelaksanaan uji 

petik pada lokasi yang 

ditetapkan 

100% 100% 100% 

2. Meningkatnya 

efektivitas sistem 

pemberian 

persetujuan 

penggunaan 

Tanda SNI 

3. Jumlah rancangan 

peraturan pemberian 

persetujuan penggunaan 

Tanda SNI 

1 draf 
peraturan 

1 draf 

peraturan 
100% 

4. Persentase penyelesaian 

permohonan Surat 

Persetujuan Penggunaan 

Tanda (SPPT) SNI 

100% 100% 100% 

3. Terkelolanya 

komite kebijakan 

penerapan 

standar dan 

penilaian 

kesesuaian 

5. Jumlah rekomendasi 

penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian 

menjadi kebijakan BSN 

1 laporan 1 laporan 100% 

6. Presentase penyelesaian 

penetapan masa transisi SNI 

sukarela 

100% 100% 100% 

Rata-rata capaian Tahun 2019   100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sub 

Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk 

masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. 

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
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SASARAN 

1 

Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan uji petik 

produk bertanda SNI 

 

 

Tabel III.xx 

Capaian Kinerja Sasaran 1 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

1. Jumlah rancangan 

panduan monitoring 

dan uji petik 

penerapan standar 

dan penilaian 

kesesuaian 

1 draf 

pandua

n 

- - - - 1 draf 

pandu

an 

1 draf 

pandu

an 

100 % 1 draf 

pand

uan 

100% 

2. Persentase 

pelaksanaan uji petik 

pada lokasi yang 

ditetapkan 

100% - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 

Rata-rata capaian Sasaran 100 %   

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya 

pelaksanaan monitoring dan uji petik produk bertanda SNI terdiri dari 2 (dua) 

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata 

capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja 

sasaran 1.  

 

1. Jumlah rancangan panduan monitoring dan uji petik penerapan standar 

dan penilaian kesesuaian 

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik 

kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil uji petik 

kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung 

jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut 

yang diperlukan. 

Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda 

SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 3 

kelompok: 
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1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan 

sublisensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang 

telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan 

ruang lingkup akreditasinya.  

2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan 

sublisensi yang diberikan oleh LSPro yang ditunjuk oleh regulator, dengan 

kondisi: 

a. LSPro telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut; 

atau 

 b. LSPro belum diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup produk tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Pencantuman Tanda SNI pada produk dilakukan langsung oleh pelaku 

usaha tanpa sublisensi dari LSPro. 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kelompok 1 dan 2a merupakan cara 

yang lebih dapat menjaga integritas Tanda SNI, karena kompetensi LSPro 

dapat dijamin. Kelompok 2b dan 3 adalah cara yang kurang memberi 

jaminan integritas Tanda SNI karena tidak didasarkan pada hasil penilaian 

kesesuaian dari LSPro yang kompeten.  

Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di 

pasar, maka dilakukan kegiatan uji petik. Sehubungan dengan hal tersebut, 

pada tahun 2019, BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, melakukan 

kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia. 

 

Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik 2019 pada tanggal 30 Januari 

2019 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan 

Uji Petik Tahun 2019, yang antara lain menetapkan lokasi uji petik di 16 kota 

dan menetapkan 7 kelompok produk yang akan disampling. 

Pada bulan Februari 2019, dilaksanakan kegiatan penyusunan panduan 

pelaksanaan kegiatan uji petik tahun 2019 yang berisi acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pelaksana uji petik memiliki 

persamaan persepsi, baik dalam monitoring produk beredar, teknik 

pengambilan sampel, jenis sampel yang diambil, pengemasan dan 

pengiriman sampel. 
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Tahun 2019 telah disusun 1 (satu) panduan panduan monitoring dan uji petik 

penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disususn mencakup: 

1) Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: helm pengendara 

kendaraan bermotor roda dua, kipas angin, regulator tekanan rendah 

untuk tabung baja LPG dan garam konsumsi beryodium. 

2) Produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah 

mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada 

produk, yaitu: penanak nasi, kertas tisu muka dan sarden dan makerel 

dalam kemasan kaleng. 

Selanjutnya panduan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji 

petik di lokasi yang telah ditetapkan. 

 

2. Persentase pelaksanaan uji petik pada lokasi yang ditetapkan 

Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh personel/tim 

terhadap pelaksanaan uji petik, maka dilakukan pembekalan pelaksanaan 

uji petik untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan yang 

telah disusun serta persiapan pelaksanaan lainnya. 

Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik yang beranggotakan wakil 

dari Badan Standardisasi Nasional dan K/L. Tim tersebut memiliki tugas untuk 

melakukan kegiatan monitoring produk beredar di pasar dan pengambilan 

sampel untuk diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI. 

Produk yang disampling, yaitu: 

1) Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: helm 

pengendara kendaraan bermotor roda dua, kipas angin, regulator tekanan 

rendah untuk tabung baja LPG dan garam konsumsi beryodium. 

2) Produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah 

mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada 

produk, yaitu: penanak nasi, kertas tisu muka dan sarden dan makerel 

dalam kemasan kaleng. 

Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan 

pada bulan Maret hingga Mei 2019 di 16 kota dan 6 kabupaten di Indonesia, 

yaitu kota Jakarta Utara, kota Jakarta Timur, kota Jakarta Pusat, kota Jakarta 

Barat, kota Jakarta Selatan, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, kota 

Depok, kota Bogor, kota Semarang, kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, 

kabupaten Bantul, kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kabupaten 
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Pelalawan, kabupaten Siak, kota Pekanbaru, kabupaten Ogan Ilir, kota 

Palembang, kota Palangkaraya, dan kota Makassar. 

Dengan demikian, target jumlah Jumlah rancangan panduan monitoring 

dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian dapat dicapai 

100%, sama dengan capaian tahun 2015-2017.  

Hasil monitoring dan uji petik tersebut telah menghasilkan beberapa 

rekomendasai bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan, sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas 

dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak 

kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan 

terciptanya perlindungan terhadap kesehatan,  keselamatan kerjda, dan 

lingkungan hidup bagi masyarakat. 

 

SASARAN 

2 

Meningkatnya efektivitas sistem pemberian persetujuan 

penggunaan Tanda SNI 

 

Tabel III.xx 

Capaian Kinerja Sasaran 2 

Indikator Kinerja Satuan 
Realisasi Capaian 2019 

Capaian s.d 2019 

(kumulatif) 

Target 
% 

capaian 
2015 2016 2017 2018 Target  Realiasi % *) 

1. Jumlah rancangan 

peraturan pemberian 

persetujuan 

penggunaan Tanda 

SNI 

1 draf 

peratur

an 

- - - - 1 draf 

peratu

ran 

1 draf 

peratu

ran 

100% 100% 100% 

% 

2. Persentase 

penyelesaian 

permohonan Surat 

Persetujuan 

Penggunaan Tanda 

(SPPT) SNI 

100% - - - - 100% 100% 100%  100% 100%% 

Rata-rata capaian Sasaran 100%   

 

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya 

efektivitas sistem pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI terdiri dari 2 

(dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-

rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator 

kinerja sasaran 2.  
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1. Jumlah rancangan peraturan pemberian persetujuan penggunaan   

Tanda SNI 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian pasal 46 ayat (3) dan pasal 47 ayat (1), serta sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, BSN melakukan kegiatan 

pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI khusus untuk SNI sukarela. 

Proses pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI tersebut didasarkan 

pada sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 

yang sudah diakui kompetensinya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).  

Dalam pelaksanaan kegiatannya digunakan aplikasi pengajuan Surat 

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yaitu aplikasi bangbeni. 

Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan dan mempercepat layanan 

SPPT SNI. Proses layanan SPPT SNI berbasis online tersebut tidak lepas 

kaitannya dengan Peraturan Kepala BSN no. 2 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI sebagai 

dasar hukum pelaksanaan layanan.  

Kajian terhadap dasar hukum yang perlu diselaraskan dengan pelaksanaan 

proses layanan online menjadi hal mendasar sebagai pertimbangan untuk 

mengusulkan rancangan peraturan yang baru. Dalam proses kaji ulang 

terhadap peraturan tersebut, BSN dalam hal ini Direktorat SPSPK melakukan 

koordinasi dengan Bagian Hukum BSN serta unit lain yang terkait dengan 

penggunaan tanda SNI. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat 

pembahasan yang dilakukan sebanyak 2 kali : 

1. Rapat Koordinasi pada bulan Mei 2019 

Rapat dilakukan untuk membahas bagian apa saja yang akan direvisi 

untuk disesuaikan dengan proses layanan online yang dilakukan oleh Dit. 

SPSPK. Hasil dari koordinasi tersebut dibuatlah matriks perbandingan 

untuk membandingkan Perka 2 tahun 2017 dengan usulan yang 

diajukan.  

Point-point yang diusulkan adalah menambahkan peraturan mengenai 

tanda kesesuaian sukarela, cara pengecekan tanda SNI di aplikasi 

bangbeni, definisi aplikasi, serta menambahkan dan 

mempertimbangkan konsekuesi yang diberikan ketika terjadi 

pelanggaran penggunaan tanda SNI.  

2. Rapat Koordinasi pada bulan Juli 2019 

Rapat dilakukan dengan mengundang kembali unit terkait di BSN untuk 

membahas lanjutan usulan revisi Perka 02 Tahun 2017. Hasil pembahasan 

dari koordinasi tersebut adalah dibuat draft usulan Perka 02 Tahun 2017. 
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Dari rapat pembahasan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, 

dihasilkan 1 draft usulan rancangan peraturan pemberian persetujuan 

penggunaan tanda SNI untuk digunakan sebagai dasar proses layanan SPPT 

SNI berbasis online. 

 

2. Persentase penyelesaian permohonan Surat Persetujuan Penggunaan 

Tanda (SPPT) SNI 

Dalam proses layanan SPPT SNI, BSN menyediakan aplikasi untuk 

memudahkan layanan pengajuan SPPT SNI serta memberikan informasi 

barang ber-SNI kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses 

pengajuan SPPT SNI dilakukan oleh pelaku usaha setelah Lembaga 

Sertifikasi  Produk melakukan input data klien secara lengkap 

berdasarkan sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan. Keseluruhan 

proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui website 

bangbeni.bsn.go.id. 

Selama tahun 2019 seluruh permohonan Surat Persetujuan Penggunaan 

Tanda (SPPT) SNI telah diproses sampai selesai sehingga capaian untuk 

2019 pun 100% terpenuhi.  

Jumlah permohonan SPPT SNI khusus untuk SNI sukarela yang telah selesai 

diproses sebanyak 48 SPPT SNI dengan berbagai macam produk. Data 

detail SPPT SNI dapat dilihat pada lampiran. 

 

SASARAN 

3 

Terkelolanya komite kebijakan penerapan standar dan 

penilaian kesesuaian 

 

1. Jumlah rekomendasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian 

menjadi kebijakan BSN 

Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai 

acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan 

peranannya agar dapat mencapai tujuan standar, yaitu sebagai referensi 

pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan 

masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam 

memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk 

nasional. Forum penerapan standar dan penilaian kesesuaian menjadi hal 

penting untuk dijadikan program dalam sistem penerapan standar guna 

membahas hal-hal terkait penelaahan serta isu strategis mengenai 
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penerapan standar secara nasional maupun internasional.  

Untuk itu, dilaksanakanlah rapat koordinasi pembahasan terkait penerapan 

standar dan penilaian kesesuaian oleh Komite Kebijakan Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian yang disebut dengan KKPrS bersama K/L serta 

asosiasi terkait. Rapat pembahasan diprogramkan sebanyak 4 kali, 1 kali 

dilakukan untuk penyusunan program selama 1 tahun kedepan dan 3 kali 

dilakukan untuk pembahasan topik sesuai dengan program yang ditetapkan.  

Pada tahun 2019, program yang direncanakan disesuaikan dengan tugas 

dan fungsi dari KKPrS serta isu yang sedang berkembang secara nasional, 

sehingga berdasarkan program yang disusun, rapat dilaksanakan pada bulan 

April, Agustus dan November 2019.  

Setiap rapat menghasilkan rekomendasi untuk dapat diajukan kepada 

Kepala BSN agar menjadi kebijakan yang dapat diterapkan guna 

peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian secara 

berkelanjutan. Adapun hasil rekomendasi yang dapat disimpulkan berupa 1 

laporan yang terdiri dari 3 rekomendasi (terlampir), sehingga capaian untuk 

kegiatan ini dapat dikatakan 100%.  

2. Presentase penyelesaian penetapan masa transisi SNI sukarela 

Dalam menerapkan SNI terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

sehingga penerapan SNI dapat dilakukan secara efektif. Hal yang utama 

adalah komitmen pelaku usaha/produsen untuk memenuhi persyaratan SNI 

dalam proses produksinya. Disamping itu diperlukan dukungan infrastruktur 

penilaian kesesuaian, seperti laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk, 

untuk melakukan penilaian kesesuaian produk yang dihasilkan dengan 

persyaratan SNI. Proses pengembangan SNI juga tidak kalah penting, 

terutama untuk SNI revisi, memberikan informasi masa transisi kepada para 

penerap SNI guna mempermudah proses peralihan dari SNI yang lama ke SNI 

yang baru.  

Kajian masa transisi untuk SNI yang direvisi dilakukan selama tahun 2019 

dengan fokus pada SNI yang  ditetapkan dari tahun 2017-2018. Penetapan 

masa transisi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan industri, 

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) serta signifikansi perbedaan SNI yang 

direvisi dengan SNI revisi.  
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Selama tahun 2019 seluruh data SNI revisi dari tahun 2017-2018 telah selesai 

diproses dengan masa transisi beragam, yaitu 31 Desember 2020 dan 31 

Desember 2021. Total SNI yang telah diproses sebanyak 255 SNI (data 

terlampir). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data SNI revisi yang 

dikirimkan dari Bagian Hukum telah selesai diproses 100%. 

 

III.3  REALISASI ANGGARAN 

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, 

pagu anggaran TA 2019 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian adalah sebesar Rp    4.667.628.000 dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp4.660.243.169 atau 99,8%.  

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel III.xx 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 

2019  

Dalam rupiah 

Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

3561 Peningkatan Penerapan Standar 4.667.628.000 4.660.243.169 99,8% 

3561.

001 
Skema Penerapan Standar 

2.406.600.000 2.404.808.478 99,9% 

3561.

003 
Prasarana Penerap Standar 

2.261.028.000 2.255.434.691 99,8% 

 Jumlah 4.667.628.000 4.660.243.169 99,8% 
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Tabel III.xx 

Pagu dan Realisasi Anggaran  

Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian 

Kesesuaian TA. 2019  

Dalam rupiah 

Kode Kegiatan/Output/Komponen 
2019 

% 
Pagu Realisasi 

3561.

001 Skema Penerapan Standar 

      

1,399,479,000.00  

 

        

1,399,015,697.00  

 

100% 

052 Pemberian Lisensi 333.728.000 333.724.298 100% 

053 Pelaksanaan Uji Petik 181.753.000 181.518.250 99,9% 

054 Melaksanakan Penanganan 

Pengaduan penerapan 

Standar 

65.659.000 65.649.000 100% 

057 Melaksanakan Pemantauan 

Penerapan Standar Nasional 

Indonesia 

818.339.000 818.124.149 100% 

 Jumlah       

1,399,479,000.00  

        

1,399,015,697.00  
100% 
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L 

BAB IV              PENUTUP 

 

 

aporan Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar 

dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 menyajikan 

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sub Direktorat 

Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 

2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat 

Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2019, seluruh 

kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator 

kinerja.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat mencapai target 

kinerja yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja pada tahun 2019 

dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap 

sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah memberikan kontribusi 

dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di 

Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan 

standar.  

 

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keteraturan pelaksanaan 

penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, 

melalui penguatan kapasitas dan kualitas penerapan standar sehingga 

pelaksanaan penerapan standar akan lebih efektif sesuai aturan yang 

berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya 

kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI.  

 

Laporan Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan 

Penilaian Kesesuaian Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban 

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan 

keputusan guna peningkatan kinerja Sub Direktorat Pengendalian 

Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang, melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal. 
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LAMPIRAN I 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 
Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 
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2019| Sub Direktorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 30 

 

LAMPIRAN II 

REKOMENDASI KOMITE KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR  

DAN PENILAIAN KESESUAIAN 

 

No 

 

Tugas/ Fungsi 

KKPrS 

Isu/Topik Permasalahan 
Rekomendasi 

KKPrS 

 

Rencana Tindak 

Lanjut 

 

PIC 

1  Melakukan 

penelaahan dan 

mengusulkan 

kebijakan 

penerapan 

standar dan 

penilaian 

kesesuaian 

Kebijakan 

Penerapan 

Sistem 

Manajemen Bio 

Risiko 

Laboratorium 

(SMBL) 

- Sulitnya 

melakukan 

koordinasi dengan 

banyaknya K/L 

yang terlibat 

sehingga 

dibutuhkan pihak 

yang menginisiasi 

dalam penerapan 

kebijakan SMBL 

ini.  

- Masih kurang 

memadainya 

jumlah lembaga 

sertifikasi yang 

telah diakreditasi 

oleh KAN dalam 

penerapan SMBL. 

BSN akan 

menginisiasi terkait 

tindak lanjut 

penerapan SMBL 

dengan memfasilitasi 

K/L terkait untuk 

membentuk Tim 

Kajian kebijakan 

Sistem Manajemen 

Bio Risiko 

Laboratorium dalam 

rangka penyelesaian 

masalah penerapan 

Sistem Manajemen 

Bio Risiko 

Laboratorium. 

Pembuatan forum 

kajian kebijakan 

Sistem 

Manajemen Bio 

Resiko 

Laboratorium 

dengan 

mengirimkan 

surat resmi 

permintaan 

keanggotaan 

kepada beberapa 

Kementerian, 

antara lain : 

Kemenhan, 

Kementan dan 

Kemenkes. 

- Direktorat 

SPSPK 

- Direktorat 

PPSPK 

2  Melakukan 

evaluasi 

efektifitas 

penerapan 

standar dan 

penilaian 

kesesuaian 

Dinamika 

Penyelenggaraan 

Sertifikasi, Isu 

Pembiayaan dan 

Kerumitan 

Sertifikasi di 

Indonesia 

Perbedaan biaya yang 

dikeluarkan oleh LPK 

dalam proses 

sertifikasi sehingga 

menimbulkan 

persaingan yang tidak 

sehat 

- Perlu adanya 

pengaturan biaya 

dimana terdapat 

batas atas dan 

batas bawah dari 

biaya tersebut agar 

tidak terjadi 

persaingan yang 

tidak sehat. 

 

 

Koordinasi 

dengan unit 

terkait untuk 

melakukan 

pembahasan 

biaya proses 

sertifikasi. 

Direktorat 

Sistem dan 

Harmonisasi 
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No 

 

Tugas/ Fungsi 

KKPrS 

Isu/Topik Permasalahan 
Rekomendasi 

KKPrS 

 

Rencana Tindak 

Lanjut 

 

PIC 

3  Mengusulkan 

pengembangan 

Lembaga 

Penilaian 

Kesesuaian 

(LPK) dan 

infrastruktur 

pendukung 

penerapan 

standar 

Data Warehouse 

untuk 

mendukung 

Sistem NQA 

Belum adanya data 

warehouse yang dapat 

mendukung 

peningkatan sistem 

jaminan mutu nasional 

untuk mengidentifikasi 

masalah kualitas yang 

ada di tingkat nasional 

BSN perlu 

menginisiasi serta 

mendorong 

terbentuknya Data 

Warehouse yang 

merupakan suatu Big 

Data yang sangat 

kompleks dan 

dibutuhkan dalam 

mewujudkan 

program NQA ini. 

Kerjasama 

dengan 

Kemendag, 

Kemenperin, 

Kemen ESDM, 

dan KKP untuk 

melakukan 

integrasi data. 

Pusat Data 

dan Sistem 

Informasi 

Integrasi Data 

SPPT SNI 

Sulitnya memperoleh 

data barang ber-SNI 

karena masih tersebar 

di beberapa K/L tidak 

tergabung dalam satu 

aplikasi tertentu 

BSN perlu membuat 

sistem integrasi data 

produk ber-SNI 

(bank data) dengan 

K/ L terkait  
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LAMPIRAN III 

DATA SPPT SNI TAHUN 2019 

No Nama Penerima SPPT SNI Produk Merk 

1  PT. Tesena Inovindo Jasa (Pasar Rakyat) Pasar Bunder 

2  Pemerintah Kabupaten 

Sragen 
Jasa (Pasar Rakyat) Pasar Ibuh 

3  PT. Bangun Perkasa 

Adhitamasentra 

(karawang) 

Produk (Papan 

Semen Rata Non 

Asbestos) 

GRC Board; Super 

Panel; Super Plank; 

Simple plank 

4  PT. Bangun Perkasa 

Adhitamasentra (bogor) 

Produk (Papan 

Semen Rata Non 

Asbestos) 

GRC Board; Super 

Panel; Super Plank; 

Simple plank 

5  PT. Shuanglin Pipe 

Indonesia 

Pipa Polietilena untuk 

air minum 
Shuangline Pipe 

6  PT. Fajar Berseri Standard Indonesian 

Rubber (SIR) 
SGK 

7  PT. Chandra Asri 

Petrochemical 

Biji Plastik 

Polipropilena 
Trilene 

8  PT.Propan Raya Industrial 

Coating Chemicals 

Decorcryl (Cat 

Tembok Emulsi) 
Decorcryl 

9  PT.Propan Raya Industrial 

Coating Chemicals 

Decorsafe (Cat 

tembok Emulsi)  
Decorsafe 

10  PT.Propan Raya Industrial 

Coating Chemicals 

Eco Emulsion (Cat 

tembok Emulsi) 
Eco Emulsion 

11  PT.Propan Raya Industrial 

Coating Chemicals 

Decorflex(Cat 

Tembok Emulsi) 
Decorflex 

12  PT.Propan Raya Industrial 

Coating Chemicals 

Decorshield(Cat 

Tembok Emulsi) 
Decorshield 

13  PT.Mutiara Tiga Berlian Rehome(Plastic 

piping-Polyethylene 

Pipe) 

Rehome 

14  PT.Mutiara Tiga Berlian Rehome(Plastic 

piping-Polypropylene 

Pipe) 

Rehome 

15  PT.Kirana Musi Persada SFN (Standard 

Indonesian Rubber) 
SFN 

16  PT. Wahana Duta Jaya 

Rucika 

Pipa dan sambungan 

dibuat dari Polivinil 

Klorida Non Plastisasi 

Terorientasi (PVC-O) 

untuk Mengalirkan Air 

Bertekanan  

Wavin, Rucika 
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17  PT. Taco Anugrah 

Corporindo 

Laminasi dekorasi 

tekanan tinggi (HPL, 

HPDL)-Lembaran 

dqari resin 

termoseting (biasa 

disebut laminasi) 

TACO 

18  UD. NAGA MAS Saus Cabe Dua Jempol, JDD, JJD 

19  PT. Chandra Asri 

Petrochemical 
Biji Plastik Polietilena ASRENE 

20  PT Resource Alam 

Indonesia 

Laminasi dekorasi 

tekanan tinggi (HPL, 

HPDL) 

PELANGI 

21  PT Alpha Cikupa Makmur Pipa polietilena (PE) 

dan fiting untuk 

sistem penyediaan 

air minum  

ALVApipe 

22  PT Matahari Putra 

Makmur 

Pipa PVC untuk 

saluran air buangan 

di dalam dan luar 

bangunan  

TRILLIUNSHIELD 

23  PT Matahari Putra 

Makmur 

Pipa polietilena (PE) 

dan fiting untuk 

sistem penyediaan 

air minum  

Trilliunprime 

24  UD. Putri Laut Bandeng Presto PUTRI LAUT 

25  PT Bina Adidaya Cat tembok emulsi 

"Pentalex Gold" 
PENTALEX GOLD 

26  PT Bina Adidaya Cat tembok emulsi 

"Pentalux All 

Weather" 

PENTALUX ALL WEATHER 

27  PT Bina Adidaya Cat tembok emulsi 

"Pentashine satin" 
PENTASHINE SATIN 

28  PT Bina Adidaya Cat tembok emulsi 

"Polaris Emulsion" 
POLARIS EMULSION  

29  PT. Hok Tong SIR "SGO" SGO 

30  PT. Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk 

Minyak Goreng Sawit 

"Fortune" 
FORTUNE 

31  PT. Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk 

Minyak Goreng Sawit 

"Siip" 
SIIP 

32  PT. Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk 

Minyak Goreng Sawit 

"Cammila" 
CAMMILA 

33  PT Bintang Agung 

Persada 
SIR "SGX" SGX 

34  PT Trisula Textile Industries 

Tbk 
Tekstil "Bellini" Bellini 

35  PT. Menggala Berseri SIR SGV 
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36  PT. Propan Raya Industrial 

Coating Chemicals 
Cat tembok emulsi DECORLOTUS 

37  PT. Air Muring Karet Konvensional RSS 

38  PT. Bintang Borneo 

Persada 
SIR KCA 

39  PT. Remco SIR SDQ 

40  Kelompok Usaha Pelita 15 Siomay Ikan Tuna SIT - Ridwan 

41  Megacahaya Malindo Lampu LED 

Swabalast 
Wilux 

42  PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Roll Meadows 

43  PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Roll Rege 

44  PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Crapes Deka 

45  PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Roll Deka 

46  PT Dua Kelinci Biskuit Wafer Crapes Meadows 

47  Ulam Mulyo Bakso Ikan Hars Food 

48  Ulam Mulyo Naget Ikan Hars Food 
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LAMPIRAN IV 

DATA MASA TRANSISI SNI SUKARELA 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional  

Nomor 369/KEP/BSN/8/2019 tentang Penetapan Masa Transisi Standar 

Nasional Indonesia Revisi 

Tahun Total SNI Revisi Produk Masa Transisi 

2017 36 31 Desember 2020 

2018 3 31 Desember 2020 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

420/KEP/BSN/9/2019 tentang ABOLISI 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan ) 

Standar Nasional Indonesia 

 

Tahun Total SNI Revisi Produk Masa Transisi 

2017-2018 149 Abolisi tanpa Masa Transisi 

 
Usulan Masa Transisi yang sudah disampaikan ke Bagian Hukum 

Tahun Total SNI Revisi Produk Masa Transisi 

2017 38 31 Desember 2020 

2018 28 31 Desember 2020 

31 Desember 2021 

2019 1 31 Desember 2020 

 

Total SNI yang selesai diproses : 255 SNI  

 


